
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN 

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

HAKIM PENGAWAS BIDANG 

BIDANG MANAJEMEN PERADILAN DAN PELAYANAN PUBLIK 

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG 

PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2022 



 
 

HASIL PENGAWASAN BIDANG MANAJEMEN PERADILAN dan PELAYANAN PUBLIK  

PERIODE APRIL s.d. JUNI 2022 

 

 

No

. 

KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI 

 

01. 

 

 Eksaminasi terhadap 

putusan majelis hakim 

Pengadilan Agama Kab. 

Malang belum dilakukan 

secara rutin oleh pimpinan, 

sehingga belum terpantau 

kualitas putusan setiap 

majelis hakim di PA. Kab. 

Malang sebagai bahan 

pembinaan. 

 

 

 

Harusnya mengikuti Instruks 

iMahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor I Tahun 1967 

tentang eksaminasi laporan 

bulanan dan daftar banding 

dan SEMA Nomor I tahun 

1967.  

 

Eksaminasi belum 

dilaksanakan sebagaimana 

diatur dalam Instruksi 

Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor I Tahun 

1967 dan SEMA Nomor I 

tahun 1967, karena volume 

pekerjaan di Pengadilan 

Agama Kab. Malang sangat 

banyak. 

 

 

 

Kemungkinan terjadinya 

kekeliruan dan kesalahan yang 

ditemukan dalam suatu 

putusan/berkas bisa terulang 

pada putusan atau berkas lain 

yang beda Majelis Hakimnya, 

dan tidak ada upaya  perbaikan 

                                               

Pimpinan/Ketua 

bisa berbagi tugas 

dengan Wakil 

Ketua untuk 

melakukan 

eksaminasi dan 

hasilnya di ekpose 

kepada para 

pejabat terkait 

dan dilaporkan 

kePengadilan 

Tinggi Agama 

Surabaya 

02. Micropone/pengeras suara 

khususnya di ruang sidang 

1, 2 dan ruang sidang utama 

sering terganggu dan tidak 

mengeluarkan suara/bunyi 

saat digunakan, dan ketika 

bisa digunakan, sering 

Micropone/pengeras suara 

menjadi jembatan untuk 

menyampaikan pesan dll, 

sehingga kondisi barang harus 

bagus dan baik dan siap saat 

digunakan. 

Barang sudah tua dan rusak. Sering mengganggu jalan 

persidangan. 

Agar Pejabat yang 

berwenang sering 

mengontrol 

perangkat demi 

kenyamanan 

untuk 

memberikan 



 
 

bersinggungan dengan 

ruang sidang yang lain. 

 

 pelayanan kepada 

masyarakat.. 

03. 

 

 

 

 

 

04. 

 

 

 

AC di ruang sidang 1 dan 2 

khususnya sering terganggu 

dan tidak mengeluarkan 

udara dingin meskipun 

dalam kondisi on. 

 

 

 

Banyaknya jabatan rangkap, 

dalam arti pejabat juga 

menjadi jurusita.    

Setiap ruangan terlebih 

ruangan untuk pelayanan 

masyarakat harus nyaman dan 

sejuk.  

 

 

 

Tidak terjadi rangkap jabatan. 

.AC sudah tua dan aus. 

 

 

 

 

 

Jumlah jurusita tidak 

sebanding dengan jumlah 

perkara yang ditangani . 

Saat pelaksanaan sidang sering 

dalam kondisi udara yang 

kurang kondusif.  

 

 

 

 

Sering mengganggu jalannya 

persidangan karena relass 

panggilan belum disampaikan 

saat sidang. 

 Agar Pejabat 

yang berwenang 

hendaknya sering 

mengontrol, AC 

perlu diganti atau 

setidaknya 

diservis.                                  

  

Relass   

hendaknya 

disampaikan 

minimal 1 hari 

sebelum sidang.                                                                      

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Demikian laporan pemeriksaan (LHP) Hakim Pengawas Bidang  Manajemen Peradilan dan Pelayanan Pulik ini dibuat dan ditandatangani sesuai 

kewenangan berdasarkan penugasan yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Malang,  05 Juli 2022 

Hakim-hakim Pengawas Bidang, 

 

 

 

Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.                                                                    Drs. H. Abd. Rouf, M.H.      Dra. Hj. Rusmulyani, M.H. 



 
 

PENGADILAN  AGAMA KAB.MALANG 

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

 

NAMA PENGADILAN AGAMA  : KABUPATEN MALANG 

NAMA BAGIAN     : MANAJEMEN PERADILAN DAN PELAYANAN PUBLIK 

 

NO REKOMENDASI/ KETIDAKSESUAIN 
TINDAK LANJUT PERBAIKAN / 

TANGGAPAN 

TARGET 

PENYELESAIAN 
PENANGGUNG JAWAB STATUS 

1. Eksaminasi terhadap putusan majelis 

hakim Pengadilan Agama Kab. 

Malang belum dilakukan secara rutin 

oleh pimpinan, sehingga belum 

terpantau kualitas putusan setiap 

majelis hakim di PA. Kab. Malang 

sebagai bahan pembinaan. 

 

Telah dijadwalkan secara rutin 

eksaminasi terhadap putusan majelis 

hakim oleh Ketua 

4 Juli 2022 Ketua Pengadilan 

Agama Kabupaten 

Malang 

Closed 



 
 

2. Micropone/pengeras suara 

khususnya di ruang sidang 1, 2 dan 

ruang sidang utama sering 

terganggu dan tidak mengeluarkan 

suara/bunyi saat digunakan, dan 

ketika bisa digunakan, sering 

bersinggungan dengan ruang sidang 

yang lain. 

 

Telah ditindaklanjuti dengan membuat 

Rencana kebutuhan penggantian / 

perbaikan inventaris ruang sidang yang 

tidak termasuk kriteria kapitalisasi aset 

5 Juli 2022 Sekretaris Closed 

3. AC di ruang sidang 1 dan 2 

khususnya sering terganggu dan 

tidak mengeluarkan udara dingin 

meskipun dalam kondisi on. 

 

Sebetulnya sudah dilakukan perbaikan / 

servis AC ruang sidang 1 pada tanggal 31 

mei 2022 

Telah dditindak lanjuti dengan Nota 

Dinas Sekretaris Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang No W13-

A35/3972.A/KS.00/07/2022 tanggal 7 juli 

2022 

7 Juli 2022 Sekretaris Closed 

4. Banyaknya jabatan rangkap, dalam 

arti pejabat juga menjadi jurusita.    

Sudah dilakukan analisis jabatan pada tgl 

31 Januari 2022 Dan sudah dilajukan 

pengusulan terkait penambahan jurusita 

tetapi belum terealisasi 

8 Juli 2022 Sekretaris Closed 



 
 

 

 
- EVIDEN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

 

1. Telah dijadwalkan secara rutin eksaminasi terhadap putusan majelis hakim oleh Ketua 

 

  



 
 

 



 
 

2. Rencana Perbaikan/ Perawatan Alat Persidangan 

 



 
 

3. Pemeliharaan AC Ruang Sidang 1  

 

 

  



 
 

- Nota Dinas  No W13-A35/3972.A/KS.00/07/2022



 
 

 

4. Analisis Beban Kerja 

 



 
 

- Usulan Penambahan Jabatan Jurusita 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN 

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

HAKIM PENGAWAS BIDANG 

BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN 

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG 

PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2022 



 
 

LAPORAN HASIL PENGAWASAN 

HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN  

( SUB BIDANG BAS, PUTUSAN / PENETAPAN, MINUTASI DAN PEMBERKASAN ) 

(PERIODE  APRIL   S /D  JUNI   TAHUN  2022) 

 

 

Perkara Nomer  0736/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg 

Temuan Hasil Pengawasan 

Kondisi: 

 

Kriteria:  

 

Sebab:  

 

Akibat:  

 

Rekomendasi: 

1. Relaas panggilan sidang l 

-   Relaas panggilan  untuk 

Pemohon berupa scan, 

tidak ada slinya. 

 

 

 

 

 

 

2. Tata tulis Nama para pihak  

- Penulisan nama para 

pihak dan kuasa 

memakai huruf capital 

semua; 

 

Sesuai ketentuan Pasal 

122 HIR atau Pasal 146 

RBG dan Peraturan 

perundang-undangan 

lainnya. Relaas 

merupakan bukti 

Otentik, oleh karena itu 

harus aslinya 

 

 

- Seharusnya Penulisan 

nama para pihak dan 

kuasa memakai huruf 

capital  awalnya saja ; 

 

Ketua Majelis selaku 

penanggungjawab 

berkas pada saat 

minutasi harus 

meneliti dan 

memasukkan relas 

yang asli. 

 

 

 

 Tidak berpedoman 

pada Format Berita 

Acara Sidang dan 

Putusan Pengadilan 

 

Minutasi tidak 

sempurna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tidak sesuai dengan 

pedoman  pada buku II 

Pedoman Pelaksanaan 

Tugas dan Administrasi 

  KM harus meneliti 

keaslian berkas 

termasuk relaas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Seharusnya dalam 

penulisan nama 

berpedoman pada 

buku panduan yang 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Agama/ Mahkamah 

Syar’iyah yang 

dikeluarkan oleh 

Dirjen Badilag tahun 

2014; 

 
2.Tidak sesuai 

dengan pedoman  

pada buku II 

Pedoman 

Pelaksanaan 

Tugasdan 

Administrasi 

Peradilan Agama 

Peradilan Agama; 

 

 

  

ada; 

 

Perkara Nomor: 4136/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg. 

Temuan Hasil Pengawasan 

Kondisi: 

 

Kriteria:  

 

Sebab:  

 

Akibat:  

 

Rekomendasi: 

1. Penulisan nama hakim 

dalam PMH memakai 

huruf capital semua 

 

 

2.Penulisan nama PP 

Seharusnya memakai 

ruf capital pada awal 

kata saja .  

 

 

 

Tidak sesuai 

dengan Pedoman 

Format Berita 

Acara Sidang dan 

Putusan 

Pengadilan 

Tidak sesuai dengan 

penulisan nama yang 

benar   

 

 

 

1. Seharusnya 

berpedoman pada 

panduan BAP ; 

 

 

 



 
 

maupun Majelis Hakim  

memakai huruf capital 

semua; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agama/Mahkama

h Syar’iyah dirjen 

Badilag 2014 

 

1.  Tidak sesuai 

dengan Pedoman 

Format Berita 

Acara Sidang dan 

Putusan 

Pengadilan 

Agama/Mahkama

h Syar’iyah. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Seharusnya perlu di 

koreksi dan 

berpedoman pada 

panduan BAP; 

 

 

 

 

 

 

 

Demikian laporan Pengawasan kami buat untuk diketahui: 

Wassalam, 

Anggota; 1.Dra. Enik Faridaturrohmah, MH;  

      2.Drs. Moh. Jaenuri, S.H ,M.H 

                3. Dra. Istiani Farda 

     4. Drs. Kasim, S.H. 



 
 

PENGADILAN  AGAMA KAB.MALANG 

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

 

NAMA PENGADILAN AGAMA  : KABUPATEN MALANG 

NAMA BAGIAN     : ADMINISTRASI PERSIDANGAN 

 

NO 
REKOMENDASI/ 

KETIDAKSESUAIN 

TINDAK LANJUT PERBAIKAN / 

TANGGAPAN 

TARGET 

PENYELESAIAN 

PENANGGUNG 

JAWAB 
STATUS 

1. Perkara Nomer  

0736/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg 

 

1. Relaas panggilan sidang l 

-   Relaas panggilan  untuk 

Pemohon berupa scan, tidak 

ada slinya. 

 

2. Tata tulis Nama para pihak  

- Penulisan nama para pihak dan 

kuasa memakai huruf capital 

semua; 

 

 

 

 

Pada relaas panggilan pertama sudah 

menggunakan file asli 

 

 

 

Telah dilakukan pembinaan oleh 

Ketua kepada Hakim dan Panitera 

Pengganti. Saat ini format 

penulisan sudah sesuai dengan 

buku II Pedoman Pelaksanaan 

 

 

 

4 Juli 2022 

 

 

 

 

4 Juli 2022 

 

 

Idha Nur Habibah, 

S.H., M.H. 

(Panitera Muda 

Gugatan) 

 

 

Dr. H. Suhartono, 

S.Ag., S.H., M.H. 

(Ketua) 

 



 
 

Tugas dan Administrasi Peradilan 

Agama. 

Foto Terlampir 

2. Perkara Nomor: 

4136/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg. 

1. Penulisan nama hakim dalam 

PMH memakai huruf capital 

semua 

 

 

2.Penulisan nama PP maupun 

Majelis Hakim  memakai huruf 

capital semua; 

 

 

Telah dilakukan pembinaan oleh 

Ketua kepada Hakim dan Panitera 

Pengganti. Saat ini format 

penulisan sudah sesuai dengan 

buku II Pedoman Pelaksanaan 

Tugas dan Administrasi Peradilan 

Agama. 

Foto Terlampir 

 

4 Juli 2022 

 

Dr. H. Suhartono, 

S.Ag., S.H., M.H. 

(Ketua) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

- EVIDEN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 
1.1 Pada relaas panggilan pertama Pemohon sudah menggunakan file asli 

 



 
 

1.2 Telah dilakukan pembinaan oleh Ketua kepada Hakim dan Panitera Pengganti. 

 



 
 

2.1 Telah dilakukan pembinaan oleh Ketua kepada Hakim dan Panitera Pengganti. 

 



 
 

2.2 Telah dilakukan pembinaan oleh Ketua kepada Hakim dan Panitera Pengganti. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN 

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

HAKIM PENGAWAS BIDANG 

BIDANG ADMINISTRASI PERKARA 

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG 

PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2022 



 
 

LAPORAN TRI WULAN KE II TAHUN 2022 

                     Kepanjen, 30 Juni 2022 

Kepada yth. 

Koordinator Hakim Pengawas Bidang 

(HAWASBID) Pengadilan Agama Kab.Malang 

 

SURAT PENGANTAR 

No.  U r a i a n Keterangan 

 

1 

Laporan Hasil Pengawasan Bidang 

Administrasi Perkara (Permohonan, 

Gugatan,Register, SOP Kepaniteraan dan 

Keuangan Perkara) Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang Kelas I A Periode Tri 

wulan ke I I (April s/d Juni 2022) 

Disampaikan dengan hormat guna memenuhi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab.Malang Kelas I.A 

Nomor W13-A35/2024/PS.01/SK/3/2022 tanggal 28 Maret  2022.  

 

                                                                    

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Pengawasan Bidang Administrasi Perkara (Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara) 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I A sebagai berikut:  

  

 

 

 



 
 

Administrasi perkara Permohonan dan Gugatan 

Kondisi: Kriteria Sebab Akibat Rekomendasi: 

1. Nomor perkara 

4136/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg putus P-T 

hadir, tanggal 19 Agustus 2021 ketua 

Majelis Bu Sawalang yang sudah 

mutasi, dalam buku induk register 

perkara ini berhenti sampai di putusan 

saja padahal  perkara tersebut adalah 

cerai talak; tetapi pada tanggal 30 Juni 

2022 pengawas menemukan berkas 

tersebut, di loker, berkas  belum ada 

pergantian Majelis Hakim (PMH) dan 

belum ada PHS, tiba tiba ada panggilan 

Ikrar Talak, kepada Pemohon dipanggil 

tanggal 28 Januari 2022 dan kepada 

Termohon tanggal 27 Januari 2022 

untuk sidang ikrar talak tanggal 3 

Februari 2022, belum dibuat berita 

acara, ikrar talak, penetapan   ikrar 

talak, belum ada permohonan eksekusi 

ikrar talak lagi tiba tiba ada panggilan 

kepada Pemohon dan Termohon pada 

tanggal 22 Juni 2022 untuk sidang ikrar 

Seharus segera  ditetapkan 

kembali Majelis Hakim, karena 

ketua Majelis telah mutasi dan 

berkas perkara segera diberikan 

kepada Ketua Majelis baru 

untuk ditindak lanjuti,  

Petugas tidak melaksanakan 

pekerjaan sesuai   SOP  dan 

aturan yang ada. 

1. Perkara tersebut tidak ada 

batas akhirnya 

2. Para pencari keadilan tidak 

terlayani dengan baik. 

Mohon segera ditindak 

lanjuti dan diselesaikan 

dengan tuntas. 



 
 

talak tanggal 30 Juni 2022 dan itupun 

belum ada berita acara dan penetapan.  

2. Nomor  perkara    

736/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg perkara 

cerai talak putus diluar hadirnya 

Tergugat tanggal  14 Maret 2022, 

putusan belum ditanda tangani Ketua 

majelis, Sampai saat pengawas 

menemukan berkas tersebut tanggal 30 

Juni 2022 belum     ada PBT ke pihak 

Termohon, .     

1. Seharusnya ketua majelis 

segera menandatangin 

putusan. 

2. Segera dilaksanakan 

pemberitahuan kepada 

Termohon yang tidak hadir 

saat dibacakan putusan. 

3. Setelah perkara berkekuatan 

hukum tetap segera 

menetapkan hari sidang ikrar 

talak dan memanggil 

Pemohon dan Termohon 

untuk sidang ikrar talak.  

tidak dilaksanakan 

pekerjaan sesuai  dengan  

SOP  dan aturan yang ada. 

Perkara tersebut sudah 3 

bulan lebih belum selesai 

yang seharusnya menurut 

aturan SOP perkara tersebut 

telah selesai.  

Mohon segera ditindak 

lanjuti demi kepentingan 

masyarakat pencari keadilan  

3. Daftar isi berkas nomor 

2404/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg., perkara 

cerai gugat sidang sebanyak  9 kali, 

tetapi dalam daftar isi hanya 

dicantumkan 1 (satu) kali, 

1. Daftar isi harus diisi sesuai 

dengan kronologis isi yang 

ada dalam berkas perkara, 

bila sidang sebanyak  9 kali 

daftar isi berita acara sidang 

juga dicantumkan sebanyak 9 

kali,   

2. Daftar isi berakhir sampai 

berita acara terakhir, 

Petugas hanya membuat 

daftar isi yang telah ada 

dalam file tanpa 

memperhatikan isi dalam 

berkas 

1. Kalau tidak dipilah pilah 

atau hanya secara global 

saja daftar tidak ada 

artinya. 

2. pembaca masih mencari 

lagi keberadaan isi  dalam 

berkas tersebut.  

3. Mohon petugas yang 

membuat daftar isi lebih 

selektif untuk 

mencantumkan isi yang 

ada dalam berkas perkara 

bundal A dengan benar 

dan valit  

4. Hapus saja dalam kolom 

2 daftar isi yang memuat 



 
 

pembacaan putusan. 

3. Di dalam daftar isi perkara 

tersebut sampai dimasukkan 

putusan, relaas 

pemberitahuan isi putusan, 

Penetapan Hari sidang ikrar 

talak, relaas panggilan ikrar 

talak, berita acara sidang 

ikrar talak, penetapan, Akta 

cerai dan pengembalian sisa 

panjar.  

4. Perkara tersebut putus 

tanggal 30 Juni 2022, namun 

daftar isi belum ditanda 

tangani ketua Majelis Hakim. 

kata  “putusan, relaas 

pemberitahuan isi 

putusan, Penetapan Hari 

sidang ikrar talak, relaas 

panggilan ikrar talak, 

berita acara sidang ikrar 

talak, penetapan, Akta 

cerai dan pengembalian 

sisa panjar. 

5. Dalam daftar isi kolom 3 

kata “ada/tidak ada”, itu 

harus dicoret salah satu 

biar jelas. 

6. Daftar isi tidak paten 

seperti itu bila berkas 

lebih tebal dan berkali kali 

sidang, daftar isi harus 

ditambah  sesuaikan 

dengan keadaan berkas 

tersebut . 

 

 

 

 

 



 
 

       Kepanjen 30 Juni 2022 

       Hakim-Hakim Pengawas Bidang, 

 

Drs.H.MOH. KHAIRUL, M.Hum. 

 

     Dra.Hj. MASRIFAH, M.H. 

 

        Dra.Hj. NUR ITA AINI,S.H.,M.HES. 



 
 

PENGADILAN  AGAMA KAB.MALANG 

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

 

NAMA PENGADILAN AGAMA  : KABUPATEN MALANG 

NAMA BAGIAN     : Bidang Administrasi Perkara (Permohonan, Gugatan,Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara) 

 

NO REKOMENDASI/ KETIDAKSESUAIN TINDAK LANJUT PERBAIKAN / TANGGAPAN 
TARGET 

PENYELESAIAN 
PENANGGUNG JAWAB STATUS 

1. Nomor perkara 

4136/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg putus P-T 

hadir, tanggal 19 Agustus 2021 ketua 

Majelis Bu Sawalang yang sudah 

mutasi, dalam buku induk register 

perkara ini berhenti sampai di putusan 

saja padahal  perkara tersebut adalah 

cerai talak; tetapi pada tanggal 30 Juni 

2022 pengawas menemukan berkas 

tersebut, di loker, berkas  belum ada 

pergantian Majelis Hakim (PMH) dan 

belum ada PHS, tiba tiba ada panggilan 

Telah ditindaklanjuti dengan PMH dan PHS baru, 

serta telah dilengkapi dengan berita acara, ikrar 

talak dan penetapan ikrar talak 

4 Juli 2022 Idha Nur Habibah, S.H., 

M.H. 

(Panitera Muda Gugatan) 

 



 
 

Ikrar Talak, kepada Pemohon dipanggil 

tanggal 28 Januari 2022 dan kepada 

Termohon tanggal 27 Januari 2022 

untuk sidang ikrar talak tanggal 3 

Februari 2022, belum dibuat berita 

acara, ikrar talak, penetapan   ikrar 

talak, belum ada permohonan eksekusi 

ikrar talak lagi tiba tiba ada panggilan 

kepada Pemohon dan Termohon pada 

tanggal 22 Juni 2022 untuk sidang ikrar 

talak tanggal 30 Juni 2022 dan itupun 

belum ada berita acara dan penetapan.  

2. Nomor  perkara    
736/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg perkara 
cerai talak putus diluar hadirnya 
Tergugat tanggal  14 Maret 2022, 
putusan belum ditanda tangani Ketua 
majelis, Sampai saat pengawas 
menemukan berkas tersebut tanggal 30 
Juni 2022 belum     ada PBT ke pihak 
Termohon,    

PBT kepada pihak Termohon sudah disampaikan 

pada tanggal 10 Mei 2022 

4 Juli 2022 Idha Nur Habibah, S.H., 

M.H. 

(Panitera Muda Gugatan) 

 



 
 

3. Daftar isi berkas nomor 
2404/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg., perkara 
cerai gugat sidang sebanyak  9 kali, 
tetapi dalam daftar isi hanya 
dicantumkan 1 (satu) kali, 

Daftar Isi Berkas nomor Perkara 

2404/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg., telah diperbaiki 

4 Juli 2022 Idha Nur Habibah, S.H., 

M.H. 

(Panitera Muda Gugatan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- EVIDEN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 
1.1. Berkas telah dilengkapi 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 
 
 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

2. PBT kepada pihak Termohon sudah disampaikan  

 

  



 
 

3. Daftar Isi Berkas nomor Perkara 2404/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg., telah diperbaiki 

 

  



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN 

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

HAKIM PENGAWAS BIDANG 

BIDANG ADMINISTRASI PERKARA 

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG 

PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2022 



 
 

            Hakim Pengawas Bidang. 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang 

Jl. Raya Mojosari Nomor  77. Kecamatan Kepanjen 

Telp.0341-397200 . website : 

Kepada Yang Terhormat; 

Koordinator Hakim Pengawas Bidang, 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 

Assalamu’alaikum Wr.Wb.  

         Bersama ini kami sampaikan laporan hasil pengawasan triwulan II Tahun 2022. Bidang Administrasi Perkara, pada umumnya sudah berjalan dengan baik, 

meskipun ada beberapa temuan yang perlu diperbaiki untuk perbaikan dimasa mendatang. Adapun temuan hasil pengawasan bidang sebagaimana dimksud 

adalah sebagaimana terlampir. 

Demikian laporan ini dibuat dan terimkasih. 

Wassalamu’alaikum Wr.wb. 

                                                                                                                                     Kepanjen, 30  Juni   2022 

                                                                                                                                    Hakim Pengawas Bidang: 

                                                                                                                        Dra. Burnalis. M. A. 

                                                                                                                        Drs. H. Warnita Anwar. M.H.E.S. 

                                                                                                                        Drs.   Makmur, M.H 

                                                                                                                        Drs. Abd. Razak Payapo. 

 

Tembusan: 

- Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 



 
 

LAPORAN HASIL PENGAWASAN 

HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI PERKARA 

(HUKUM, TABAYUN DAN PELAPORAN) 

PRIODE  APRIL   S /D  JUNI   TAHUN  2022. 

 

 

I. PEMBUATAN AKTA CERAI 

   

Kondisi: Kriteria: Sebab: Akibat: Rekomendasi: 

Ditemukan hal-hal sebagai berikut:  

Limit waktu pembuatan Akta Carai, 

Berkekuatan Hukum tetap (BHT) 

dan dikeluarkan Akta Cerai tidak 

sesuai aturan yang ada, khususnya 

nomor nomor perkara dibawah ini  

Laporan bulan Mei 2022, Nomor : 

7180/Pdt.G/2022/PA.KabMlg.,  

- Putus   15-03-22;  

- BHT     30-03-22; 

-  AC 11-05-2022; 

Nomor 0955/Pdt.G/ 

2022/ PA.Kab. Mlg;  

- Putus   24-02-22;  

- BHT     24-03-22; 

- AC     12 -05-22; 

Nomor 1515/Pdt.G/2022/ 

PA.Kab.Mlg; 

Sesuai Pasal 84 ayat  

4 (empat), Panitera 

berkewajiban  

memberikan akta 

cerai sebgai bukti 

cerai kepada para 

pihak selambat-

lambatnya 7 (tujuh) 

hari setelah 

putusan 

memperoleh 

kekuatan hokum 

tetap dan Peraturan 

perundang-

undangan lainnya. 

 

 

 

Petugas yang ditunjuk 

tidak mempunyai buku 

kendali perkara yang 

sudah putus dan 

Berkekuatan hokum tetap 

(BHT) untuk monitoring 

dan memudahkan 

pembutan Akta Cerai;  

 

Terjadi keterlambatan 

pembutan Akta Cerai     

lebih dari   7  (tujuh)  

hari sesuai aturan  dan 

secara otomatis lambat 

pula diberikan kepada 

para pihak; 

Sebaiknya Petugas 

mempunyai buku kendali 

perkara putus dan 

perkara yang sudah BTH, 

serta memenuhi aturan 

sesuai Pasal 84 ayat 4 

Undang-undang Nomor 

7 Tahun 1989. 



 
 

- Putus   29-03-22;  

- BHT     13-04-22; 

- AC     12 -05-22; 

 

 

 

 

 

 

    II.  TABAYUN 
                             

Kondisi: Kreteria Sebab Akibat: Rekomendasi: 

 

    Permohonan bantuan pemanggilan 

pihak (tabayun) telah dilaksanakan 

sesuai   dengan perintah Majelis 

namun relaas panggilan dari 

Pengadilan Agama yang dimohonkan 

bantuan belum dilaksanakan karena 

surat terselip oleh petugas 

Pengadilan Agama yang dimohonkan 

bantuan sehingga perkara tersebut 

tidak dapat diselasaikan. Akibat dari 

kurangnya koordinasi; contoh I; 

perkara Nomor 

2358/Pdt.G/2022/PA.Kab. Mlg. 

Tabayun ke Pengadilan Agama 

Malang, Jatim.  Majelis Hakim 

 

SEMA Nomor 6 Tahun 

2014 tanggal 30 

Desember 2014 

tentang Penanganan 

Bantuan Panggilan dan 

Pemberitahuan 

Surat Wakil Ketua 

Pengadilan Agama 

Kab.Malang Nomor : 

W.13.A35/0162/HK.05/

 

Berdasarkan laporan dari 

pihak kepaniteraan bahwa 

pengiriman biaya telah 

dilaksananakan via wesel 

pos, hal ini menunjukkan 

kurang berkoordinasi 

dengan baik dengan 

petugas diwilayah hukum 

Pengadilan Agama yang 

dituju;    

 

Sidang ditunda untuk 

menyusul panggilan dan 

memanggil ulang pihak 

berperkara; 

 

 

 

 

 

 

 

Agar Panitera/Ketua 

berkoordinasi dengan 

Pengadilan Agama yang 

dimohonkan bantuan 

pemanggilan kepada 

pihak berperkara;   

 

Sebaiknya pengiriman 

biaya pemanggilan 

kepada Pengadilan 



 
 

ngadilan Agama untuk pemanggilan   

Tergugat tanggal 11 Mei 2022, untuk 

sidang tanggal 18 Mei 2022, namun 

tidak terlaksana; 

 

contoh Ke II; perkara Nomor 

2890/Pdt.G/2022/PA.Kab. Mlg. 

Tabayun ke  PA.Tanjung Pinang, Riau 

- Perintah Majelis Hakim untuk 

pemanggilan kedua   Tergugat  

tanggal tanggal 08 Juni  2022, 

untuk sidang 22 Juni   2022; 

 

 

9/2018, tanggal 02 

Januari 2019 Tentang 

Penunjukan 

Koordinator 

Panggilan/Pemberitahu

an Delegasi pada 

Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang; 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agama yang dituju 

memanggil pihak melalui 

transfer antar Bank 

sehingga tidak 

terkendala oleh lamanya 

waktu pengiriman biaya 

pemanggilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III. Limit waktu penyerahan berkas perkara 

Yang telah minutasi ke meja III. 
 

Kondisi Kriteria Sebab Akibat Rekomendasi 

Perkara no.1813/Pdt.G/2022. 

Putus tgl. 4-4-2022. 

Pedoman pelaksanaan 

tugas dan administrasi 

Peradilan Agama (Buku 

Koordinasi Majelis Hakim 

dengan Panitera Sidang 

kurang maksimal untuk 

Proses Penyelesaian 

administrasi berkas 

perkara setelah putusan di 

Komunikasi antara 

Majelis Hakim dengan 

Panitera Sidang, lebih 



 
 

Pemberitahuan putusan. Tgl. 6-4-

2022. 

Tgl. Ikrar. 17-5-2022. 

Tgl. Penyerahan berkas ke Meja III. 7-

6-2022. 

Limit waktu antara putusan diucapkan 

dengan penyerahan berkas ke meja 

III. 47. hari 

II). 

. edisi Tahun 2014. 

Direktorat Jendral 

Badan Peradilan 

Agama. Halaman 34. 

Bahwa minutasi berkas 

perkara harus selesai 

selambat-lambatnya 14 

(empat belas) hari 

setelah putusan di 

ucapkan. Dan berkas 

perkara yang telah 

diminutasi diserahkan 

ke Meja III. 

mengawal proses 

penyelesaian berkas 

perkara setelah putusan 

diucapkan. 

ucapkan perlu disesuaikan 

dengan aturan yang ada. 

Sehingga tidak terjadi 

penumpukan berkas 

perkara di meja panitera 

sidang. 

ditingkatkan lagi untuk 

menyelesaikan berkas 

perkara setelah putusan 

diucapkan sebelum 

berkas perkara 

diserahkan ke Meja III. 

 Pedoman pelaksanaan 

tugas dan administrasi 

Peradilan Agama (Buku 

II). 

. edisi Tahun 2014. 

Direktorat Jendral Badan 

Peradilan Agama. 

Halaman 34. 

 

 
 
VI. Laporan bulan Perkara  

                             

Kondisi: Kreteria Sebab Akibat: Rekomendasi: 

 

     Perkara Nomor 

3820/Pdt.G/2021/PA. Kab. Mlg. 

pada lampiran keadaan perkara 

kolom 9, tanggal sidang pertama 

02 Juni 2021 . Sementara pada 

 

 Petunjuk Buku II. 

Tahun 2014. Laporan  

perkara harus 

singkron. 

     

 

Petugas pembuat 

laporang Perkara kurang 

teliti;  

 

 

Data Laporan perkara 

tentang tanggal 

persidangan tidak 

singkron; 

 

Panmud Hukum harus 

meneliti Pembuatan 

laporan dengan baik 

sebelum laporan 

dicetak dan dikrim; 



 
 

Laporan Perkara yang belum Putus 

lebih dari 5 bulan, pada Kolom 

Keterangan, sidang pertama 

perkara tersebut tanggal 05 Juli 

2021. Sehingga menyebabkan 

Lapaoran tentang tanggal sidang 

pertama perkara tersebut tidak 

singkron; 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

 

 Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

Kepanjen, 30 Juni  2022. 

Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara 

                                                                                                                              

                                                                                                                               Dra. Burnalis. M. A. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                  Drs. H. Warnita Anwar. M.H.E.S. 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                 Drs.   Makmur, M.H 

                                                                                                                              

Drs. Abd. Razak Payapo 



 
 

PENGADILAN  AGAMA KAB.MALANG 

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

 

NAMA PENGADILAN AGAMA  : KABUPATEN MALANG 

NAMA BAGIAN     : BIDANG ADMINISTRASI PERKARA (HUKUM, TABAYUN DAN PELAPORAN) 

 

NO REKOMENDASI/ KETIDAKSESUAIN TINDAK LANJUT PERBAIKAN / TANGGAPAN 
TARGET 

PENYELESAIAN 
PENANGGUNG JAWAB STATUS 

1. Ditemukan hal-hal sebagai berikut:  

Limit waktu pembuatan Akta Carai, 

Berkekuatan Hukum tetap (BHT) dan 

dikeluarkan Akta Cerai tidak sesuai 

aturan yang ada, khususnya nomor 

nomor perkara dibawah ini  Laporan 

bulan Mei 2022, Nomor : 

7180/Pdt.G/2022/PA.KabMlg.,  

- Putus   15-03-22;  

- BHT     30-03-22; 

-  AC 11-05-2022; 

Nomor 0955/Pdt.G/ 

2022/ PA.Kab. Mlg;  

Telah dibuat buku kendali perkara yang telah 

berkekuatan hukum tetap. 

Foto terlampir 

4 Juli 2022 Widodo Suparjiyanto, S.H.I., 

M.H. 

(Panitera Muda Hukum) 

 



 
 

- Putus   24-02-22;  

- BHT     24-03-22; 

- AC     12 -05-22; 

Nomor 1515/Pdt.G/2022/ 

PA.Kab.Mlg; 

- Putus   29-03-22;  

- BHT     13-04-22; 

- AC     12 -05-22; 

2. Permohonan bantuan pemanggilan 

pihak (tabayun) telah dilaksanakan 

sesuai   dengan perintah Majelis namun 

relaas panggilan dari Pengadilan Agama 

yang dimohonkan bantuan belum 

dilaksanakan karena surat terselip oleh 

petugas Pengadilan Agama yang 

dimohonkan bantuan sehingga perkara 

tersebut tidak dapat diselasaikan. 

Akibat dari kurangnya koordinasi; 

contoh I; perkara Nomor 

2358/Pdt.G/2022/PA.Kab. Mlg. 

Tabayun ke Pengadilan Agama Malang, 

Jatim.  Majelis Hakim ngadilan Agama 

Meningkatkan koordinasi dengan Pengadilan 

Agama terkait dan pembinaan Panitera 

kepada petugas tabayun agar biaya dan bukti 

wesel segera dikirim pada hari yang sama. 

Foto terlampir 

4 Juli 2022 Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., 

M.H. 

(Panitera) 

 



 
 

untuk pemanggilan   Tergugat tanggal 

11 Mei 2022, untuk sidang tanggal 18 

Mei 2022, namun tidak terlaksana; 

 

contoh Ke II; perkara Nomor 

2890/Pdt.G/2022/PA.Kab. Mlg. 

Tabayun ke  PA.Tanjung Pinang, Riau 

- Perintah Majelis Hakim untuk 

pemanggilan kedua   Tergugat  tanggal 

tanggal 08 Juni  2022, untuk sidang 22 

Juni   2022; 

 

3. Perkara no.1813/Pdt.G/2022. 

Putus tgl. 4-4-2022. 

Pemberitahuan putusan. Tgl. 6-4-2022. 

Tgl. Ikrar. 17-5-2022. 

Tgl. Penyerahan berkas ke Meja III. 7-6-

2022. 

Limit waktu antara putusan diucapkan 

dengan penyerahan berkas ke meja III. 

47. hari 

Minutasi berkas telah dilaksanakan pada hari yang 

sama dengan tanggal putus perkara. 

Penyerahan berkas ke Meja III (Arsip) menunggu 

alih media arsip selesai. 

4 Juli 2022 Widodo Suparjiyanto, S.H.I., 

M.H. 

(Panitera Muda Hukum)  

 

 



 
 

4.      Perkara Nomor 

3820/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg. pada 

lampiran keadaan perkara kolom 9, 

tanggal sidang pertama 02 Juni 2021 . 

Sementara pada Laporan Perkara yang 

belum Putus lebih dari 5 bulan, pada 

Kolom Keterangan, sidang pertama 

perkara tersebut tanggal 05 Juli 2021. 

Sehingga menyebabkan Laporan 

tentang tanggal sidang pertama perkara 

tersebut tidak singkron; 

Tanggal sidang pertama pada Laporan Keadaan 

Perkara telah diperbaiki 

4 Juli 2022 Widodo Suparjiyanto, S.H.I., 

M.H. 

(Panitera Muda Hukum)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- EVIDEN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

1. Telah dibuat buku kendali perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. 

 
 



 
 

2. Meningkatkan koordinasi dengan Pengadilan Agama terkait dan pembinaan Panitera kepada petugas tabayun agar biaya dan bukti wesel segera dikirim pada hari 

yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

3. Minutasi berkas telah dilaksanakan pada hari yang sama dengan tanggal putus perkara 

 

  



 
 

 



 
 

4. Tanggal sidang pertama pada Laporan Keadaan Perkara telah diperbaiki

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN 

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

HAKIM PENGAWAS BIDANG 

BIDANG ADMINISTRASI UMUM 

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG 

PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2022 



 
 

HASIL PENGAWASAN BIDANG ADMINISTRASI UMUM SUB BIDANG TATA PERSURATAN DAN IT 

TRIWULAN II TAHUN 2022 

 

No. KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI 

      

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditemukan pengelolaan tata 

persuratan yang tidak teratur 

dan tidak optimal, dimana 

tata persuratan masih 

menggunakan sistem 

manual; 

 

Hendaknya 

pengelolaan tata 

persuratan itu 

mengacu kepada 

Peraturan Menteri 

Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi 

Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Pedoman 

Umum Tata Naskah 

Dinas Elektronildi 

Lingkungan Instansi 

Pemerintah 

 

 

Kurang adanya 

sosialisasi dan 

pemahaman terhadap 

Peraturan Menteri 

Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi 

Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Pedoman 

Umum Tata Naskah 

Dinas Elektronildi 

Lingkungan Instansi 

Pemerintah 

 

 

Tata persuratan yang 

dikelola masih manual 

dan tidak berbasis 

elektronik  

 

 

   

 

 

Stake holder terkait dalam hal ini 

adalah Sekretaris hendaknya agar 

dibuat tata persuratan yang berbasis 

elektronik kemudian diterapkan 

system pengelolaan persuratan 

dengan aplikasi komputer 

 

 

 

 



 
 

 

Demikian laporan pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang Adminitrasi Umum  

Malang,  7 Juli 2022 

Hakim-hakim  Pengawas Bidang: 

1. Drs. Moh. Syafruddin, M.Hum. 

2. Drs. H. Abdul Kholik, M.H. 

3. H. Mubahi, S.H.,  

4. H. Suaidi Mashfuh, S.Ag., M.H.E,S. 



 
 

PENGADILAN  AGAMA KAB.MALANG 

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

 

NAMA PENGADILAN AGAMA  : KABUPATEN MALANG 

NAMA BAGIAN     : ADMINISTRASI UMUM SUB BIDANG TATA PERSURATAN DAN IT 

 

NO REKOMENDASI/ KETIDAKSESUAIN TINDAK LANJUT PERBAIKAN / TANGGAPAN 
TARGET 

PENYELESAIAN 
PENANGGUNG JAWAB STATUS 

1. Ditemukan pengelolaan tata 

persuratan yang tidak teratur dan 

tidak optimal, dimana tata 

persuratan masih menggunakan 

sistem manual; 

 

Telah diberlakukan Tata Persuratan secara 

elektronik mulai 1 Juli 2022 sesuai surat 

keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab 

Malang No : W13-

A35/3752.A/OT.01.4/SK/7/2022 

8 Juli 2022 Sekretaris Closed 

 

 

 



 
 

 

- EVIDEN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 
1. SK Pemberlakuan Tata Persuratan 

 

 

  



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN 

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

HAKIM PENGAWAS BIDANG 

BIDANG ADMINISTRASI UMUM 

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG 

PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2022 



 
 

LAPORAN HAWASBID: ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN DIPA 

 

No Kondisi Kriteria Sebab Akibat Rekomendasi 

1. DIPA 01 (belanja 

pegawai) gaji induk 

kekurangan gaji 

kenaikan pangkat 

IV/d per-April 2022 

SK IV/d diterima 

bulan Mei 2022, 

atasnama: 

1. Drs. Abd. Razak 
Payapo, dkk 
 

Seharusnya satker segera 

mengajukan permintaan 

kekurangan gaji pegawai 

tersebut.    

Satker tidak segera 

menindak lanjuti 

mengusulkan 

permintaan kekurangan 

gaji. 

Pegawai yang naik 

pangkat tidak segera 

menerima hak 

gajinya.  

Satker supaya segera 

menindaklanjuti dengan 

mengusulkan permintaan 

kekurangan gaji yang 

bersangkutan.     

 

 

Malang, 23 Juni 2022, 

1. Dra. Azizah Ulfah, MH                                                                                                                                                                 

2. Drs.H.Ali Sirwan, SH. 

3. Sutaji, SH. MH. 



 
 

PENGADILAN  AGAMA KAB.MALANG 

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

 

NAMA PENGADILAN AGAMA  : KABUPATEN MALANG 

NAMA BAGIAN     : ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN DIPA 

NO REKOMENDASI/ KETIDAKSESUAIN TINDAK LANJUT PERBAIKAN / TANGGAPAN 
TARGET 

PENYELESAIAN 

PENANGGUNG 

JAWAB 
STATUS 

1. DIPA 01 (belanja pegawai) gaji 

induk kekurangan gaji kenaikan 

pangkat IV/d per-April 2022 SK 

IV/d diterima bulan Mei 2022, 

atasnama: 

Drs. Abd. Razak Payapo, dkk  

Landasan pengajuan SK kenaikan pangkat di terima 

tanggal 20 Mei 2022 , dan ditindak lanjuti dengan gaji 

juni sesuai dengan pangkat tersebut (pangkat terakhir), 

Pengajuan kekurangan gaji dapat diajukan setelah 

pengajuan gaji dengan pangkat terakhir tersebut 

terbayarkan (gaji Juni) dan ditindaklanjuti dengan 

kekurangan gaji bulan april sesuai dengan spm no,. 

00083 A tanggal 24 juni 2022. 

30 Juni 2022 Sekretaris  closed 

 

 

 

 



 
 

 

- EVIDEN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 
  


